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ANALISIS SURAT PERJANJIAN
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RANGKA PEMBANGUNAN PUSAT PASAR DARGO SEMARANG Oleh: Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum.PhD
1. Substansi Perjanjian
Surat Perjanjian 602/22/Tahun 1992 tanggal 17 Juni 1992 tentang
Kontrak bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Pasar Dargo
Semarang merupakan perjanjian pemanfaatan aset daerah yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak pertama dengan PT. Investindo Ciptaperdana sebagai pihak kedua.
Perjanjian ini dilakukan berdasarkan penunjukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan pihak kedua bersedia menerima penunjukan tersebut  (Pasal  1).  Perjanjian  ini  didakan  untuk  jangka  waktu  30  (tiga puluh) tahun yang dimulai pada tahun 1992 (Pasal 3). Berdasarkan  Pasal  12 dan 13,  para  pihak  sepakat  untuk  menentukan besarnya nilai saham masing-masing dan pembagian  tempat usaha bangunan dengan ketentuan bahwa pihak pertama menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan mengelola los lantai I seluas ± 2.688m2, los lantai II dan kantor pasar 4.416m2, tempat parkir lantai I 2.100m2, tempat parkir lantai II 850m2, prasarana mushola dan MCK seluas 150m2 sehingga  luas  keseluruhan  adalah  10.204m2.  Pihak  kedua  menerima bagian dengan Hak guna Bangunan (HGB) seluas ± 13.992m2 yang terdiri atas: ruko 3 lantai 3.000m2, ruko 2 lantai 1.440m2, toko 1.132m2 dan plaza 8.420m2.
Pasal 12 dan 13 mengalami perubahan berdasarkan Surat Perjanjian
Nomor: 644/15 tentang Perubahan Surat Perjanjian (Addendum) Nomor
602/22 tahun 1992 tanggal 17 Juni 1992 tentang Kontrak Bagi Tempat
Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pusat Pasar Dargo. 
Berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Nomor: 644/15 tentang Perubahan Surat Perjanjian (Addendum) Nomor 602/22 tahun 1992 yang merubah Pasal 12 Surat Perjanjian 602/22/Tahun 1992 tentang Kontrak bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Pasar Dargo, nilai saham pihak pertama semula 2.582.463.000,00 mendapatkan tambahan saham setelah terjadi perubahan design sebesar Rp.1.701.199.220,- yang terdiri dari: kelebihan bagi tempat usaha sebesar Rp. 545.421.000,-, los toko blok C lantai I sebesar Rp.407.778.220,- , rencana kantor Dinas Pengelolaan Pasar sebesar Rp. 188.200.000,- dan tanah eks parkir sebesar
160.000.000,-. Dengan demikian jumlah seluruh nilai saham bagi pihak
pertama adalah Rp. 4.283.862.220,- (empat milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
Nilai saham bagi pihak kedua, semula adalah Rp.13.600.000.000,- mendapat tambahan nilai saham setelah adanya perubahan design sebesar Rp. 2.641.617.375,- terdiri dari: ganti rugi pedagang yang menghuni toko/ruko sebesar Rp. 2.212.241.3775,-, ganti rugi anak wayang orang Sri Wanito yang menempati badan jalan Rp.36.000.000,-, pembangunan pertokoan  2  lantai  di  ex  parkir  (608m2  x  Rp.647.000,-)  senilai  Rp.
393.376.000,-.  Dengan  demikian  nilai  saham  bagi  pihak  kedua  adalah
Rp.16.241.617.375,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh satu juta
enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
Berdasarkan  Pasal  2  Surat  Perjanjian  Nomor:  644/15  tentang
Perubahan Surat Perjanjian (Addendum) Nomor 602/22 tahun 1992 yang
merubah Pasal 13 Surat Perjanjian 602/22/Tahun 1992 tentang Kontrak bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Pasar Dargo, maka terjadi perubahan pembagian tempat usaha bangunan bagi pihak pertama dan kedua. Pihak pertama menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan mengelola: los lantai I Blok C 2.514,74m2, los lantai II Blok C 3.288m2, halaman parkir 2.100m2, parkir lantai II Blok D 850m2, mushola dan MCK Blok C 150m2. Seluruhnya berjumlah 8.902,774m2.
Pihak kedua menerima bagian dan hak untuk memanfaatkan dan
mengelola; Ruko 3 lantai blok A seluas 3.650m2, Ruko 2 lantai blok B seluas 2.104m2, pasar tradisional blok C lantai I seluas 1.762,26m2, Plaza Blok D seluas 11.850m2, ex rencana kantor dinas pengelolaan pasar blok C lantai II seluas 600m2, toko di atas ex tanah parkir 608m2. Jumlah keseluruhannya adalah 20.574,26m2. Diperjanjikan juga adanya tambahan bangunan mezanin pada lantai 4 blok D seluas 568m2 yang telah disetujui menjadi bagian yang dikelola oleh pihak kedua sehingga jumlah luas bagunan yang yang dimanfaatkkan dan dikelola oleh pihak kedua seluruhnya seluas 2-.574,26m2 + 568m2 + 21.142,26m2.
Pasal 4 Surat Perjanjian Nomor: 644/15 tentang Perubahan Surat
Perjanjian (Addendum) Nomor 602/22 tahun 1992 menegaskan bahwa pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Nomor: 602/22/1992 tanggal 17 Juni
1992 yang disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor
511.233-1050 tanggal 31 Agustus 1992 yang tidak ditambah atau diubah masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perubahan perjanjian (Addendum). Konstruksi perjanjian ini merupakan perjanjian kerjasama pemanfaatan  barang  milik  daerah  dengan  konsep  Bangun  Guna  Serah (BGS). 
Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimaksud
dengan Bangun Guna Serah (BGS) adalah: “pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu”.

2.Perjanjian dan Akibat Hukumnya
Terdapat dua pasal yang terkait dengan ingkar janji atau wanprestasi di dalam surat perjanjian, yaitu Pasal 15 dan 21.
Pasal  15,  mengatur  kewajiban  pihak  kedua  untuk  melakukan
pemeliharaan/perawatan dan menyediakan fasilitas lain untuk mencegah bahaya.
“ Selama dalam waktu pengelolaan oleh Pihak kedua sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   3,   maka   Pihak   kedua   berkewajiban memelihara keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya…”

Meskipun pasal 15 tidak mengatur secara jelas hak pemerintah Kota untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila pihak kedua tidak melakukan kewajibannya, pasal ini tetap dapat digunakan Pemerintah Kota Semarang untuk menegur dan meminta pertanggungjawaban pihak kedua memenuhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam hal pihak kedua tidak beritikad baik untuk menjalankan kewajibannya tersebut maka pemerintah kota dapat menegur untuk kedua dan ketiga kalinya, dan menghentikan perjanjian secara sepihak. Prosedur untuk penghentian perjanjian secara sepihak telah diatur di dalam Pasal 236 dan 237 Permendagri Nomor 19
Tahun   2016   tentang   Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah
sebagaimana yang dijelaskan dalam sub bab di bawah ini
Kemudian, Pasal 21 ayat (1) Surat Perjanjian Nomor: 602/22/1992
tanggal 17 Juni 1992 tentang Kontrak bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Pasar Dargo. Akan tetapi bunyi pasal tersebut tidak menguntungkan Pemerintah Kota Semarang karena sangat terbatas dalam mengatur kewajiban pihak kedua dan jangka waktunya.

“Apabila ternyata Pihak Kedua karena sesuatu hal tidak melakukan kegiatan pembangunan sama sekali sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3), tanpa alasan yang dapat diterima Pihak pertama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pihak Pertama, maka Pihak pertama dapat mencabut/membatalkan surat perjanjian ini…”

Tidak menguntungkan karena phrasa “…karena sesuatu hal tidak melakukan kegiatan  pembangunan  sama  sekali…”  tidak  bisa  menjerat pihak kedua yang sudah melakukan pembangunan tetapi kemudian menelantarkan selama masa perjanjian masih berlangsung. Kemudian phrasa “…dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pihak Pertama…” tidak dapat digunakan oleh Pemerintah Kota untuk membatalkan perjanjian apabila selama jangka waktu perjanjian, yaitu 30 tahun, pihak kedua tidak mengadakan pembangunan. Kegiatan pembangunan semestinya diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan termasuk kegiatan pemeliharaan.






Berdasarkan peninjauan di lapangan diperoleh temuan bahwa:
3.1. gedung plaza tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak dipelihara. Hal tersebut menyebabkan gedung menjadi terbengkalai, kotor,

tidak terawat dan mengalami kerusakan di berbagai bagian, seperti plafon yang sudah tidak ada, bahkan beberapa plafon disangga dengan bambu. Hal ini tentunya membahayakan kondisi gedung itu sendiri dan berpotensi mencelakai orang-orang di sekitar. Mengingat pada saat peninjauan kondisi yang dapat dilihat hanya bagian luar gedung, maka    kondisi kotor, tidak terawat dan kerusakan-kerusakan kemungkinan juga terjadi di dalam gedung.
Jika ditinjau berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, maka secara yuridis pihak kedua telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan  melanggar ketentuan Pasal 15. Adapun bunyi Pasal 15:

“ Selama dalam waktu pengelolaan oleh Pihak kedua sebagaimana dimaksud   dalam   Pasal   3,   maka   Pihak   kedua   berkewajiban memelihara keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya…”

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk memelihara keindahan, kebersihan  dan  menjaga  maka  pihak  Pemerintah Kota Semarang dapat meminta kejelasan kepada pihak kedua mengenai komitmennya dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati. Mengingat perjanjian ini berlangsung selama 30 tahun, dan akan berakhir pada tahun 2022 atau kurang lebih lima tahun lagi sejak tahun 2017, maka Pemerintah Kota perlu segera memanggil pihak kedua untuk dimintai pertanggungjawabannya.   Apabila tidak ada niat baik dari pihak kedua maka Pemerintah Kota perlu bertindak secara tegas dengan memberikan surat peringatan/teguran secara berkala.

Mengingat bahwa perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ini dilakukan dengan konsep Bangun Guna Serah (BGS) maka berdasarkan konsep tersebut terdapat ketentuan yang mengatur pemberhentian perjanjian BGS di dalam Pasal 236 dan 237 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menurut Pasal 236 ayat (1), BGS/BSG dapat berakhir berdasarkan
beberapa hal:
a.		berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
b.	pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/ Bupati/Walikota;
c.   berakhirnya perjanjian BGS/BSG;
d.  ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus Pasar Dargo ini, karena pihak kedua tidak melakukan kewajiban untuk “memelihara keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatan…” dan dalam kenyataannya pihak kedua menelantarakan dantidak memaksimalkan pemanfaatan bangunan sehingga banyak kerusakan atas bangunan tersebut maka Pemerintak Kota Semarang memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pemberhentian sepihak dengan menggunakan  tata  cara  yang  telah  diatur di dalam Pasal 236 huruf b sebagaimana tersebut di atas.


Selanjutnya, pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota secara tertulis dan dilakukan dengan tahapan yang diatur di dalam Pasal 237.

3.2. Obyek perjanjian yang dibeli dan disewa oleh pihak ketiga.
Terdapat  tiga  ruang  yang  menjadi  bagian  dari  seluruh  obyek
perjanjian yang dibeli oleh pihak ketiga, yaitu PT POS, BANK CIMB Niaga dan Gereja Kristen. Setelah obyek perjanjian dibeli oleh pihak ketiga maka dengan  berakhirnya  masa  perjanjian  (30 tahun) maka obyek perjanjian yang merupakan aset pemerintah Kota kembali menjadi milik pemerintah Kota Semarang.

Untuk obyek perjanjian yang disewakan oleh pihak kedua. Masa sewa menurut Pasal 114 berlangsung paling lama 5 tahun, kecuali sewa untuk infrastruktur berlangsung paling lama 10 tahun.

4. Berakhirnya perjanjian
4.1. Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian ini dimulai pada tahun 1992 dan akan berakhir pada
tahun 2022 yang didasarkan pada jangka waktu HGB 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Kedua belah pihak bersepakat menetapkan jangka waktu Kontrak Bagi Tempat Usaha selama tiga puluh (30) tahun, terhitung Hak Guna Bangunan (HGB) Induk atas nama pihak kedua diterbitkan di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pihak Pertama”.

Dengan berakhirnya HGB sebagaimana yang disepakati para pihak di dalam Pasal 3 tersebut maka perjanjian antara Pemkot Semarang dengan PT. Investindo Cipta Perdana pada tahun 2022. Mengingat  perjanjian  pembangunan  pusat  pasar  Dargo  ini menggunakan skema Bangun Guna Serah maka berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  Permendagri  19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perjanjian ini tidak dapat diperpanjang lagi.

Tidak  dapat  diperpanjang  lagi  didasarkan  pada  Pasal  229
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19/2016  tentang  Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 229 ayat 1 menyatakan bahwa “Untuk perjanjian dengan skema HGB maka jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani”. Selanjutnya   ayat   2   Pasal   229   mengatur   bahwa   “Jangka   waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan”.


4.2. Akibat hukum berakhirnya perjanjian
Dengan  berakhirnya  perjanjian  maka  seluruh  obyek  perjanjian wajib dikembalikan kepada Pemerintah Kota Semarang. Pasal 16 (1) SuratPerjanjian berbunyi:
“Setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yaitu bersamaan   dengan   habis   masa   berlakunya   Hak   Guna Bangunan (HGB) maka tanah seluas lebih kurang 6.574,448m2 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya dan seluruh fasilitas serta perlengkapannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan tersebut, masuk menjadi inventaris/aset milik Pihak Pertama sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986”

Meskipun di dalam Pasal 16 Surat Perjanjian ini tidak menyebutkan dengan tegas kata ‘diserahkan’ atau ‘dikembalikan’nya obyek perjanjian oleh pihak kedua kepada Pemerintah Kota Semarang, sudah menjadi kewajiban  bagi  pihak  kedua  sebagai  pengelola  barang  milik  daerah untuk melakukan kewajiban tersebut.
Kewajiban untuk mengembalikan obyek perjanjian dari pihak kedua
kepada   Pemerintah   Kota   Semarang   diatur   dengan   tegas   oleh Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 221(2) pada Bagian Prinsip Umum dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan bahwa: “ Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan obyek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal   243   (2)   dan   (3)   Permendagri   Nomor   9   Tahun   2016 menyebutkan kewajiban mitra menyerahkan hasil BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dan hasil  BGS merupakan barang milik daerah.

Dengan demikian maka Pasal 221 dan 243 Permendagri telah dengan jelas sekali memberi kewajiban kepada mitra BGS untuk menyerahkan objek BGS kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian dan objek BGS yang merupakan hasil BGS menjadi aset Pemerintah Kota Semarang.

5. Alasan-alasan Pengakhiran Perjanjian
Terdapat alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk mengakhiri perjanjian, yaitu:
1. Alasan yuridis:
a.  Pihak kedua tidak melakukan kewajiban yang disebut Pasal 15:

“Selama    dalam    waktu    pengelolaan    oleh    Pihak    kedua sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3,  maka  Pihak  kedua berkewajiban memelihara keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatan dari bahaya        kebakaran        dan        bahaya lainnya…”
Meskipun  pihak  kedua  telah  membangun  gedung  sebagaimana yang diperjanjikan, namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 15 dan hal ini didukung dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa gedung tidak terawat dan banyak kerusakan. Hanya beberapa digunakan oleh CIMB Niaga, gereja dan PT.Post, akan tetapi secara keseluruhan gedung terbengkalai.

Kondisi tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dari pihak kedua, berupa:  1) tidak melakukan apa yang telah disanggupi, dan/atau 2) melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (lihat di sub bab 2. Perjanjian dan akibat hukumnya, khususnya tentang wanprestasi).

b. Pihak kedua tidak melakukan pembangunan atas sebagian tanah, padahal	pihak   kedua   telah   menyanggupi   untuk   melakukan pekerjaan yang berdasarkan penunjukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena pihak kedua tidak melakukan apa yang telah disanggupi (lihat  sub  bab  2.  Perjanjian  dan  akibat  hukumnya  tentang

wanprestasi), dan kondisi ini dapat digunakan bagi Pemerintah
Kota untuk menghentikan perjanjian;

c.  berdasarkan Pasal 299 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tegas dinyatakan bahwa perjanjian dengan skema BGS hanya berlaku untuk satu kali masa perjanjian (yaitu 25 tahun	berdasarkan   perjanjian   yang   ada)   dan   tidak   dapat diperpanjang lagi.

d. Mengingat bahwa obyek perjanjian adalah satu kesatuan maka dalam hal terjadi ingkar janji atau wanprestasi atas suatu bagian dari	keseluruhan   obyek   perjanjian   dan   Pemerintah   Kota menghendaki pembatalan perjanjian atau pengembalian salah satu bagian obyek perjanjian tersebut maka pembatalan perjanjian atau pengembalian barang harus meliputi keseluruhan obyek perjanjian yang  tidak  bisa  dipisah-pisahkan.  Hal  ini dikenal dengan asas totalitas, artinya hak kebendaan selalu meletak atas seluruh obyeknya.	Dengan   demikian   “Siapa   yang   mempunyai   Hak kebendaan/zakelijkrecht atas suatu benda/zaak maka ia mempunyai zakelijrecht itu atas keseluruhan zaak itu” (Pasal 500, 588, 606 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota sebagai  pemegang  hak  atas  barang  milik daerah yang menjadi obyek perjanjian memiliki hak kebendaan atas seluruh lahan dan bangunan yang ada di atasnya beserta seluruh fasilitas yang ada sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain;


6. Rekomendasi Setelah Berakhirnya Perjanjian
 a.Pemerintah  Kota  menghentikan  perjanjian  sebelum  berakhir  masaperjanjian dengan alasan pihak kedua ingkar janji atau wanprestasi (lihat analisis mengenai alasan pengakhiran perjanjian).
Proses untuk memberhentikan perjanjian menyesuaikan Pasal 236 dan 237 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;

b.		Dalam   hal   perjanjian   diakhiri   oleh   Pemerintah   Kota   sebelum berakhirnya masa perjanjian maka pemerintah Kota harus meminta ganti kerugian kepada pihak kedua atas kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi atau tidak dilakukan selama perjanjian berlangsung. Pemerintah Kota wajib melakukan audit terhadap bangunan untuk menghitung  kerugian  yang  diderita  sebagai  akibat  penelantaran terhadap bangunan dan aset pemerintah Kota dan untuk menuntut ganti kerugian;

c.  Pemerintah Kota mewajibkan pihak kedua menjalankan kewajiban setelah perjanjian berakhir sebagaimana yang diatur dalam   Pasal 237 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

d. 		Pedoman    yang    harus    digunakan    Pemerintah    Kota    ketika memberhentikan	perjanjian   dan   tetap    menuntut   pemenuhan kewajiban  dari  pihak  kedua  (Pasal  237  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016:

e.Perjanjian  dengan  konsep  BGS  yang  dilakukan  antara Pemerintah Kota	Semarang   dan   PT.   Investindo   Cipta   Perdana   tidak   bisa diperpanjang setelah berakhirnya satu kali masa perjanjian selama
30  tahun.  Dasar  hukumnya  adalah  Pasal  229  ayat  (1)  dan  (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

f. Bentuk  perjanjian  yang  baru  akan  ditentukan  dan  dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota untuk mempertahankan gedung dan fasilitas yang ada, maka bentuk perjanjian yang dapat digunakan adalah Sewa atau KSP.

g.Apabila dirobohkan maka dalam waktu antara gedung masih dapat digunakan dengan menggunakan perjanjian sewa atau KSP. Apabila gedung akan dirobohkan maka selama proses untuk perobohan dilakukan(misalnya appraisal, analisa dampak lingkungan, tender untuk mencari mitra dan sebagainya) perjanjian sewa atau KSP dapat digunakan;

h. Setelah gedung dirobohkan dan tanah siap untuk dibangun maka perjanjian yang digunakan adalah BGS/BSG;

i. Semua persyaratan terkait dengan persiapan, pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian baik perjanjian sewa, KSP maupun BGS/BSG harus mendasarkan pada Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

